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Latar Belakang: 

Saat ini telah banyak terjadi kecurangan seperti korupsi, pemalsuan laporan 

keuangan, suap menyuap, dan lain sebagainya. Adanya kasus kecurangan ini 

menimbulkan banyak kerugian. Oleh sebab itu maka dibutuhkan suatu kebijakan 

untuk mencegah maupun mengungkap adanya kecurangan salah satunya yaitu 

dengan menerapkan kebijakan whistleblowing. Kebijakan whistleblowing sudah 

diterapkan di berbagai perusahaan seperti perusahaan Telkom, Pertamina, Astra 

Group, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain. Namun untuk melakukan 

whistleblowing seseorang akan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat 

keseriusan pelanggaran, reporting channel, dan retaliasi. 

 

Tujuan: 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat keseriusan 

pelanggaran (rendah dan tinggi), reporting channels (anonymous reporting channel 

dan non-anonymous reporting channel), dan retaliasi (rendah dan tinggi) terhadap 

niat melakukan whistleblowing. 

 

Metode Penelitian: 

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan eksperimen 2x2x2 between subjects 

effects dengan 165 subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

S1 Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sampel 

dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis 

yang digunakan adalah Analysis of Variance (ANOVA). 

 

Hasil Penelitian: 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keseriusan pelanggaran tidak 

berpengaruh positif signifikan terhadap niat melakukan whistleblowing, adanya 

anonymous reporting channel lebih efektif untuk meningkatkan niat seseorang 

melakukan whistleblowing, dan retaliasi rendah lebih efektif untuk meningkatkan 

niat seseorang melakukan whistleblowing. Dalam kondisi tingkat keseriusan 

pelanggaran tinggi, anonymous reporting channel, dan retaliasi rendah lebih efektif 

dalam meningkatkan niat seseorang untuk melaporkan tindakan pelanggaran. 

 

Keterbatasan Penelitian: 

Responden pada penelitian hanya terbatas mahasiswa akuntansi FEB UMY 

angkatan 2018 di mana mahasiswa belum memahami kondisi sesungguhnya yang 

terjadi dalam dunia kerja. 

 

Keaslian/Novetly Penelitian: 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu dengan mengganti 

variabel financial reward dengan tingkat keseriusan pelanggaran dan mengubah 

subyek serta lokasi penelitian. 
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PENDAHULUAN 

 

Memiliki sistem pemerintahan yang bersih dan aman merupakan cita-cita semua negara salah 

satunya Indonesia. Sistem pemerintahan dan bernegara yang baik merupakan cita-cita negara yang 

terdapat pada UUD 1945 (alinea empat). Namun hal tersebut masih belum bisa terealisasikan 

karena dilihat saat ini masih terdapat banyak kasus yang menyimpang seperti kecurangan yang 

dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Banyaknya kecurangan kini menjadi sorotan bagi 

masyarakat terutama pada kasus yang berkaitan dengan keuangan (Bagustianto & Nurkholis, 2015).  

Banyaknya kasus dari luar negeri hingga kasus yang ada di Indonesia sendiri tidak sedikit yang 

melibatkan auditor seperti kasus yang terjadi pada perusahaan penerbangan PT. Garuda Indonesia. 

Dalam kasus tersebut melibatkan auditor laporan keuangan, yakni Akuntan Publik (AP) Kasner 

Sirumapea Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member 

of BDO Internasional) (Hartomo, 2019). Dalam kasus ini dijelaskan bahwa Garuda Indonesia 

memasukan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang terkait pemasangan 

wifi kepada maskapai tersebut. Dari kasus tersebut dapat dikatakan bahwa auditor Garuda 

Indonesia tidak memiliki sifat independen dan profesional karena auditor Garuda Indoesia disini 

dapat dipengaruhi oleh manajemen dalam pembuatan laporan audit. 

Dalam kasus lain yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi denda kepada 

Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk (MYRX) sebesar Rp 5 miliar (CNN Indonesia, 

2019). Hal tersebut berkaitan dengan manipulasi laporan keuangan perusahaan sejak tahun 2016 

silam. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan 

perusahaan itu ialah terkait Standar Akuntansi Keuangan 44 tentang Akuntansi Aktivitas Real Estat 

(PSAK 44) dalam penjualan Kavling Siap Bangun (Kasiba) senilai Rp 732 miliar. Atas tindakan itu, 

OJK menyatakan Dirut PT Hanson Internasional telah melanggar Pasal 107 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).  

Adanya kasus-kasus kecurangan yang terjadi, maka dibutuhkan kebijakan untuk mencegah 

terjadinya kasus kecurangan salah satunya dengan menerapkan kebijakan whistleblowing. Menurut 

Near dan Miceli (1985) whistleblowing adalah suatu tindakan sukarela yang dilakukan secara 

sengaja untuk mengungkapkan kesalahan dan/atau kecurangan dalam suatu organisasi oleh anggota 

atau mantan anggota dari suatu organisasi kepada orang atau organisasi yang mungkin saja 

melakukan kecurangan. Sistem whistleblowing di Indonesia sudah diterapkan di perusahaan sektor 

publik maupun swasta seperti Telkom, Pertamina, Bank Negara Indonesia (BRI), Astra Group, 

Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain (Wijayanti & Yandra, 2020).  

Pihak yang melaporkan kecurangan dapat berasal dari internal perusahaan maupun eksternal 

perusahaan seperti auditor, pelanggan, bahkan masyarakat (Iqbal dkk., 2019). Namun untuk 

mengungkap adanya kecurangan atau menjadi whistleblower bukan sesuatu yang mudah. Penelitian 

sebelumnya telah menemukan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap niat melakukan 

whistleblowing antara lain tingkat keseriusan pelanggaran, reporting channel atau saluran pelaporan, 

dan retaliasi atau tindakan balas dendam.  

Tingkat keseriusan pelanggaran yang tinggi memungkinkan anggota organisasi untuk 

melakukan whistleblowing (Miceli & Near, 1985). Penelitian Andon dkk. (2016) menyatakan bahwa 

persepsi tentang keseriusan pelanggaran secara signifikan dan positif berpengaruh pada niat akuntan 

untuk melakukan whistleblowing kepada pihak otoritas eksternal yang berwenang. Hal ini serupa 

dengan penelitian Cassematis & Wortley (2013), Winardi (2013), Nawawi dan Salin (2018), 

Dianingsih dan Pratolo (2018), Latan dkk. (2019), Zamzami dkk. (2020) yang menyatakan bahwa 

tingkat keseriusan pelanggaran berpengaruh positif terhadap niat melakukan whistleblowing. 

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aliyah (2015), Hanif dan Odiatma (2017), 

dan Sartika dan Mulyani (2020) yang mengatakan bahwa tingkat keseriusan pelanggaran tidak 

berpengaruh terhadap niat melakukan whistleblowing, yang mana dari pernyataan tersebut dapat 

diartikan bahwa whistleblower tidak lagi menilai pelanggaran dari tingkat keseriusannya, namun 

sepanjang pelanggaran tersebut memang terjadi dan merugikan organisasi maka hal tersebut cukup 

menjadi dasar untuk melakukan whistleblowing.  

https://kumparan.com/@kumparanbisnis/ajak-bumn-hanson-internasional-akan-bangun-tol-serpong-maja-30-km
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Reporting channel atau saluran pelaporan merupakan jalur bagi pelapor untuk melaporkan 

adanya kecurangan. Menurut Park dkk. (2007) reporting channel dibagi kebeberapa tipe yaitu 

formal dan nonformal, anonim dan non-anonim, internal dan eksternal. Menurut penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2016) mengatakan bahwa saluran pelaporan anonim dalam 

model struktural lebih efektif daripada saluran pelaporan non-anonim. Selain itu pada penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh  Johansson dan Carey (2015), Kaplan dkk. (2012), Utami dkk. 

(2020), Harahap dkk. (2020), dan Jenkel dan Haen (2012) mengatakan bahwa niat seseorang 

melakukan whistleblowing akan meningkat ketika melaporkan melalui anonymous reporting 
channel daripada non-anonymous reporting channel. Berbeda dalam penelitian oleh Pope dan Lee 

(2013) serta Assari dan Dwita (2020) yang mengatakan bahwa ketersediaan anonymous reporting 
channel tidak berpengaruh terhadap niat seseorang dalam melakukan whistleblowing. 

Adanya retaliasi juga menjadi pengaruh niat seseorang dalam melakukan whistleblowing. 

Retaliasi atau tindakan balas dendam adalah suatu perilaku yang ditujukan untuk mengembalikan 

tindakan yang pernah dilakukan (Nugraha, 2017). Dalam penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya seperti penelitian oleh Liyanarachchi dan Newdick (2009), Manafe (2015), Mesmer-

Magnus dan Viswesvaran (2005), Yang dan Xu (2020), dan Dhamija dan Rai (2017) memberikan 

hasil bahwa dengan adanya retaliasi yang tinggi mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Effendi dan Nuraini (2019) dan 

Della dkk. (2020) yang mengatakan bahwa retaliasi tidak berpengaruh pada niat seseorang untuk 

melakukan whistleblowing. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini mengganti 

variabel personal cost dengan variabel independen lainnya yaitu retaliasi. Personal cost merupakan 

pandangan pegawai terhadap risiko pembalasan/balas dendam atau sanksi dari anggota organisasi 

sedangkan retaliasi atau tindakan balas dendam merupakan perilaku yang ditujukan untuk 

mengembalikan atau membalas tindakan yang pernah dilakukan seseorang (Nugraha, 2017). Alasan 

penelitian ini mengganti personal cost dengan retaliasi dikarenakan terdapat perbedaan hasil pada 

penelitian terdahulu yang membahas terkait variabel retaliasi. Dalam penelitian Kenny dkk. (2019) 

mengatakan bahwa adanya retaliasi yang tinggi dapat mengganggu kesehatan mental pelapor. Oleh 

sebab itu retaliasi menjadi pertimbangan tersendiri bagi seseorang untuk mengungkap kecurangan. 

Adanya penelitian tersebut menjadi salah satu pertimbangan peneliti untuk meneliti lebih lanjut 

terkait pengaruh retaliasi terhadap niat melakukan whistleblowing.  

Perbedaan kedua antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengganti 

variabel financial reward menjadi variabel tingkat keseriusan pelanggaran dikarenakan adanya 

pelanggaran yang serius dapat berdampak pada kerugian perusahaan yang mana dampak tersebut 

menjadi pertimbangan bagi pegawai di suatu perusahaan untuk melakukan whistleblowing. 
Penelitian ini menggunakan mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FEB UMY) sebagai sampel penelitian. Menurut Poluakan 

dkk. (2017) mahasiswa memiliki tiga fungsi peran yaitu agent of change, social control, dan iron 
stock yang mana sebagai seorang agent perubahan mahasiswa dapat menjadi pelaku perubahan yang 

tentunya perubahan kearah positif. Kemudian peran social control terjadi ketika terdapat hal yang 

tidak baik di lingkungan masyarakat dan hendaknya mahasiswa memiliki jiwa kepedulian sosial 

dengan memberikan pemikiran kritis dan cemerlang, melakukan diskusi, atau bantuan moril dan 

materil kepada masyarakat. Sedangkan peran iron stock merupakan peran mahasiswa sebagai 

penerus bangsa yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan akhlak mulia untuk menjadi seorang 

pemimpin yang baik. Oleh sebab itu selain alasan yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini 

menggunakan subjek penelitian mahasiswa akuntansi karena untuk menguji apakah mahasiswa 

akuntansi memiliki pemahaman yang relevan dengan pekerja ketika mereka dihadapkan pada 

situasi yang sama.  

Selain penelitian sebelumnya yang menjadi acuan adanya penelitian ini, adanya kasus-kasus 

kecurangan yang telah dipaparkan sebelumnya memotivasi peneliti untuk meneliti terkait faktor 

yang memengaruhi niat melakukan whistleblowing dengan judul “Pengaruh Tingkat Keseriusan 

Pelanggaran, Reporting Channel, dan Retaliasi terhadap Niat Melakukan Whistleblowing”. Adanya 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi perusahaan dan organisasi 
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lainnya baik sektor publik maupun swasta untuk meningkatkan sistem pengendalian internal yang 

ada di perusahaan misalnya dengan menerapkan kebijakan whistleblowing. 

 

 

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

Prosocial Behavior Theory 

Brief dan Motowidlo (1986) mendeskripsikan prosocial behavior theory sebagai perilaku atau 

tindakan anggota suatu organisasi yang ditujukan kepada individu, kelompok, atau organisasi tempat 

mereka bekerja dengan tujuan untuk kesejahteraan individu, kelompok, maupun organisasi itu 

sendiri. Menurut Dozier dan Miceli (1985) whistleblowing dapat dipandang sebagai perilaku 

prososial yang dapat memberi manfaat bagi kepentingan umum atau kegiatan altruistik, sekaligus 

dapat dipandang sebagai kegiatan yang mengandung egoisme. Berdasarkan pengertian Prosocial 

Behavior Theory, penelitian ini menggunakan teori Prosocial Behavior Theory dikarenakan teori 

ini salah satu teori yang mendukung konsep whistleblowing dimana whistleblowing didefinisikan 

sebagai kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mengungkapkan adanya 

kecurangan yang terjadi dalam suatu instansi atau organisasi (Near & Miceli, 1985). Pengungkapan 

yang dilakukan seseorang atas terjadinya kecurangan tersebut merupakan suatu upaya untuk 

mengungkapkan adanya tindakan yang tidak etis atau ilegal yang dapat merugikan banyak pihak, 

baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. 

 

Theory of Planned Behavior 

Theory of Planned Behavior adalah teori psikologi yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) yang 

berusaha menjelaskan hubungan antara sikap dengan perilaku. Dalam teori ini kecenderungan 

terjadinya perilaku dapat diidentifikasi dengan minat. Menurut Ajzen (1991) minat dianggap sebagai 

faktor yang memengaruhi sebuah perilaku, yang ditunjukkan dengan seberapa keras usaha yang 

direncanakan seseorang untuk mencoba melakukan perilaku tersebut. Theory of Planned Behavior 
membuktikan bahwa minat menjadi suatu hal yang dapat memprediksi perilaku aktual dan 

sekaligus menjadi proxy yang menghubungkan antara sikap dan perilaku aktual (Sutrisni & 

Coryanata, 2018). Minat terhadap perilaku dapat diartikan sebagai petunjuk atau tanda-tanda 

kesiapan seseorang untuk menunjukkan suatu perilaku (Lestari & Yaya, 2017).  

Secara ringkas, teori ini menjelaskan bahwa semakin besar keterlibatan seseorang dalam suatu 

perilaku maka akan semakin besar pula kinerja atau usaha yang dilakukan. Artinya, semakin besar 

komitmen seseorang dalam suatu organisasi maka akan semakin besar pula kinerja seseorang 

tersebut dalam organisasinya dan dalam pekerjaannya mereka akan berjalan sesuai dengan visi misi 

perusahaan atau organisasi. Sehingga ketika mereka menemukan suatu tindakan yang curang dan 

dapat merugikan perusahaan, maka mereka akan berusaha untuk mengungkap kecurangan 

tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior dikarenakan 

dalam teori ini dapat menjelaskan sikap individu dalam melakukan suatu tindakan, sehingga teori 

ini berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

 

Whistleblowing 

Whistleblowing didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok 

orang untuk mengungkapkan adanya kecurangan yang terjadi dalam suatu instansi atau organisasi 

(Near & Miceli, 1985). Whistleblowing adalah tindakan seorang karyawan atau mantan karyawan 

untuk mengungkap perilaku yang diyakini sebagai perilaku tidak etis atau ilegal kepada manajemen 

yang lebih tinggi atau kepada pihak eksternal yang memiliki wewenang (Bouville, 2007). 

 

Tingkat Keseriusan Pelanggaran 

Menurut Lestari dan Yaya (2017) keseriusan pelanggaran dapat didefinisikan sebagai akibat 

yang mungkin ditimbulkan dari adanya pelanggaran, baik secara finansial maupun non finansial. 

Tingkat keseriusan pelanggaran yang tinggi memungkinkan anggota organisasi untuk melakukan 
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whistleblowing (Miceli & Near, 1985). Adanya pelanggaran yang serius akan memberikan dampak 

kerugian yang besar pada organisasi (Winardi, 2013).  

 

Reporting Channel 

Reporting channel atau saluran pengungkapan merupakan jalur untuk menyampaikan adanya 

kecurangan oleh whistleblower. Saluran pelaporan ini telah diatur dalam Sarbanes-Oxley Act 2002, 
Section 301 dan 806 yang dirancang khusus untuk mendukung whistleblowing dan melindungi 

whistleblower dari adanya ancaman retaliasi (Putri, 2016). Dalam section 301 dan 806 ini meminta 

komite audit dari direksi perusahaan yang telah go public untuk memasang saluran pelaporan 

anonim. Menurut Park dkk. (2008), reporting channel dibagi kebeberapa tipe yaitu formal dan 

nonformal, anonim dan non-anonim, internal dan eksternal. Saluran pelaporan secara anonim atau 

anonymous reporting channel merupakan pelaporan kecurangan oleh karyawan atau pekerja 

dengan tidak menyebutkan identitas dari pelapor, sedangkan non-anonymous reporting channel 

(saluran pelaporan non-anonim) adalah pelaporan kecurangan oleh karyawan atau pekerja dengan 

formulir yang menyebutkan identitas pelapor. 

 

Retaliasi 

Retaliasi atau tindakan balas dendam adalah suatu perilaku yang ditujukan untuk 

mengembalikan tindakan yang pernah dilakukan (Nugraha, 2017). Bentuk dari retaliasi atau 

tindakan balas dendam dapat bermacam-macam. Menurut Mesmer-Magnus dan Viswesvaran 

(2005) bentuk retaliasi atau tindakan balas dendam dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti 

paksaan kepada pelapor untuk menarik tuduhan atas kecurangan yang telah dilakukan oleh pelaku. 

Tindakan balas dendam lainnya dapat berupa isolasi pelapor, pencemaran nama baik, potong gaji, 

pemecatan kerja, dan bentuk diskriminasi lainnya. Menurut Near dan Miceli (2008) retaliasi 

didefinisikan sebagai tindakan yang tidak diinginkan, yang diambil oleh pelaku terhadap pelapor.  

 

Retaliasi rendah dan retaliasi tinggi pada kondisi tingkat keseriusan pelanggaran rendah dan 

anonymous reporting channel terhadap niat melakukan whistleblowing 

Retaliasi atau tindakan balas dendam adalah suatu perilaku yang ditujukan untuk 

mengembalikan tindakan yang pernah dilakukan (Nugraha, 2017). Menurut penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Liyanarachchi dan Newdick (2009), Manafe (2015), Mesmer-Magnus dan 

Viswesvaran (2005), Yang dan Xu (2020), dan Dhamija dan Rai (2017) memberikan hasil bahwa 

dengan adanya retaliasi yang tinggi mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan whistleblowing 

karena seseorang akan cenderung merasa dirinya terancam karena adanya retaliasi.  

Tingkat keseriusan pelanggaran yang tinggi memungkinkan anggota organisasi untuk 

melakukan whistleblowing (Miceli & Near, 1985). Adanya pelanggaran yang serius akan 

memberikan dampak kerugian yang besar pada organisasi (Winardi, 2013b). Menurut penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Christy dan Utami (2020), Andon dkk. (2016), Cassematis dan 

Wortley (2013), Winardi (2013), Nawawi dan Salin (2018), Dianingsih dan Pratolo (2018), Latan 

dkk. (2019), dan Zamzami dkk. (2020) menyatakan bahwa tingkat keseriusan pelanggaran 

berpengaruh terhadap niat melakukan whistleblowing. 
Reporting channel atau saluran pelaporan whistleblowing telah diatur dalam Sarbanes-Oxley 

Act 2002, Section 301 dan 806 yang dirancang khusus untuk mendukung whistleblowing dan 

melindungi whistleblower dari adanya ancaman retaliasi. Dari hasil penelitian terdahulu yang 

membahas topik reporting channel adalah Johansson dan Carey (2015), Putri (2016), Kaplan dkk. 

(2012), Utami dkk. (2020), Harahap dkk. (2020), dan Jenkel dan Haen (2012) menyatakan bahwa 

melalui anonymous reporting channel dapat meningkatkan niat untuk melakukan whistleblowing.  

Konsep whistleblowing sejalan dengan Theory of Planned Behaviour (TPB) yang menjelaskan 

hubungan antara sikap terhadap perilaku dimana teori ini menjelaskan bahwa semakin besar 

keterlibatan seseorang dalam suatu perilaku maka akan semakin besar pula kinerja atau usaha yang 

dilakukan. Artinya, semakin besar komitmen seseorang dalam suatu organisasi maka akan semakin 

besar pula kinerja seseorang tersebut dalam organisasinya dan dalam pekerjaannya mereka akan 

berjalan sesuai dengan visi misi perusahaan atau organisasi. Sehingga ketika mereka menemukan 
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suatu kecurangan maka mereka akan berusaha untuk mengungkap kecurangan tersebut. Selain itu 

konsep whistleblowing sejalan pula dengan Prosocial Behavior Theory yang menjelaskan bahwa 

tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi tidak hanya bertujuan untuk 

kepentingan pribadi, namun juga untuk kepentingan seluruh bagian yang ada di dalam organisasi. 

Individu pada kondisi retaliasi rendah, tingkat keseriusan pelanggaran rendah, dan terdapat 

anonymous reporting channel akan meningkatkan niat seseorang untuk melakukan whistleblowing 
dibandingkan pada kondisi retaliasi tinggi, tingkat keseriusan pelanggaran rendah, dan terdapat 

anonymous reporting channel. Hal tersebut dikarenakan rasa aman bagi whistleblower untuk 

mengungkap kecurangan lebih tinggi pada kondisi retaliasi rendah dibandingkan pada kondisi 

retaliasi tinggi, serta didukung adanya anonymous reporting channel yaitu saluran pelaporan tanpa 

menunjukkan identitas pelapor. Berdasarkan uraian diatas maka diperoleh hipotesis 1 sebagai 

berikut: 

 

H1: Pada kondisi tingkat keseriusan pelanggaran rendah, niat melakukan whistleblowing akan lebih 
tinggi bila anonymous reporting channel, dan retaliasi rendah dibandingkan dengan anonymous 
reporting channel dan retaliasi tinggi. 
 

Retaliasi rendah dan retaliasi tinggi pada kondisi tingkat keseriusan pelanggaran rendah dan non-
anonymous reporting channel terhadap niat melakukan whistleblowing 

Menurut Nugraha (2017) retaliasi atau tindakan balas dendam adalah suatu perilaku yang 

ditujukan untuk mengembalikan tindakan yang pernah dilakukan. Tindakan balas dendam dapat 

berupa isolasi pelapor, pencemaran nama baik, potong gaji, pemutusan kontrak kerja, dan bentuk 

diskriminasi lainnya. Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Liyanarachchi dan 

Newdick (2009), Manafe (2015), Mesmer-Magnus dan Viswesvaran (2005), Yang dan Xu (2020), 

dan Dhamija dan Rai (2017) memberikan hasil bahwa dengan adanya retaliasi yang tinggi 

mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan whistleblowing karena orang akan cenderung 

merasa dirinya terancam karena adanya retaliasi. Namun apabila tingkat retaliasi rendah maka akan 

meningkatkan atau mendorong seseorang untuk mengungkap adanya kecurangan. 

Menurut Miceli dan Near (1985) tingkat keseriusan pelanggaran yang tinggi memungkinkan 

anggota organisasi untuk melakukan whistleblowing. Adanya pelanggaran yang serius akan 

memberikan dampak kerugian yang besar pada organisasi (Winardi, 2013). Menurut penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Christy dan Utami (2020), Andon dkk. (2016), Cassematis dan 

Wortley (2013), Winardi (2013), Aliyah (2015), Nawawi dan Salin (2018), Dianingsih dan Pratolo 

(2018), Latan dkk. (2019), dan Zamzami dkk. (2020) menyatakan bahwa tingkat keseriusan 

pelanggaran berpengaruh terhadap niat melakukan whistleblowing. Semakin tinggi keseriusan 

pelanggaran tersebut maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang atau anggota organisasi 

untuk melakukan whistleblowing. 
Reporting channel atau saluran pelaporan whistleblowing telah diatur dalam Sarbanes-Oxley 

Act 2002, Section 301 dan 806 yang dirancang khusus untuk mendukung whistleblowing dan 

melindungi whistleblower dari adanya ancaman retaliasi. Dalam section 301 dan 806 ini meminta 

komite audit dari direksi perusahaan yang telah go public untuk memasang jalur pelaporan 

anonymous. Dari hasil penelitian terdahulu yang membahas topik reporting channel adalah Kaplan 

dkk. (2012), Jenkel dan Haen (2012), Putri (2016), Johansson dan Carey (2015), dan Harahap dkk. 

(2020) menyatakan bahwa melalui anonymous reporting channel dapat meningkatkan niat untuk 

melaporkan kecurangan.  

Konsep whistleblowing sejalan dengan Theory of Planned Behaviour (TPB) yang menjelaskan 

hubungan antara sikap terhadap perilaku dimana teori ini menjelaskan bahwa semakin besar 

keterlibatan seseorang dalam suatu perilaku maka akan semakin besar pula kinerja atau usaha yang 

dilakukan. Artinya, semakin besar komitmen seseorang dalam suatu organisasi maka akan semakin 

besar pula kinerja seseorang tersebut dalam organisasinya dan dalam pekerjaannya mereka akan 

berjalan sesuai dengan visi misi perusahaan atau organisasi. Sehingga ketika mereka menemukan 

suatu kecurangan maka mereka akan berusaha untuk mengungkap kecurangan tersebut. Selain itu 

konsep whistleblowing sejalan pula dengan Prosocial Behavior Theory yang menjelaskan bahwa 



Nurhalizah; Saud / Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 5(2), 164-184. 

170 

 

tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi tidak hanya bertujuan untuk 

kepentingan pribadi, namun juga untuk kepentingan seluruh bagian yang ada di dalam organisasi. 

Pada kondisi retaliasi rendah, tingkat keseriusan pelanggaran rendah, dan terdapat non-
anonymous reporting channel akan meningkatkan niat seseorang untuk melakukan whistleblowing 
dibandingkan pada kondisi retaliasi tinggi, tingkat keseriusan pelanggaran rendah, dan terdapat non-
anonymous reporting channel. Niat mengungkap kecurangan lebih tinggi dikarenakan rendahnya 

retaliasi atau tindakan balasan dendam yang kemungkinan akan diterima oleh whistleblower.  
 
Berdasarkan uraian diatas maka diperoleh hipotesis sebagai berikut: 

 
H2: Pada kondisi tingkat keseriusan pelanggaran rendah, niat melakukan whistleblowing akan lebih 
tinggi bila non-anonymous reporting channel, dan retaliasi rendah dibandingkan dengan non-
anonymous reporting channel dan retaliasi tinggi.  

 

Retaliasi rendah dan retaliasi tinggi pada kondisi tingkat keseriusan pelanggaran tinggi dan 

anonymous reporting channel terhadap niat melakukan whistleblowing 
Retaliasi atau tindakan balas dendam adalah suatu perilaku yang ditujukan untuk 

mengembalikan tindakan yang pernah dilakukan (Nugraha, 2017). Menurut penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Liyanarachchi dan Newdick (2009), Manafe (2015), Mesmer-Magnus dan 

Viswesvaran (2005), Yang dan Xu (2020), dan Dhamija dan Rai (2017) memberikan hasil bahwa 

dengan adanya retaliasi yang tinggi mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan whistleblowing 

karena seseorang akan cenderung merasa dirinya terancam karena adanya retaliasi.  

Tingkat keseriusan pelanggaran yang tinggi memungkinkan anggota organisasi untuk 

melakukan whistleblowing (Miceli & Near, 1985). Adanya pelanggaran yang serius akan 

memberikan dampak kerugian yang besar pada organisasi (Winardi, 2013b). Menurut penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Christy dan Utami (2020), Andon dkk. (2016), Cassematis dan 

Wortley (2013), Winardi (2013), Nawawi dan Salin (2018), Dianingsih dan Pratolo (2018), Latan 

dkk. (2019), dan Zamzami dkk. (2020) menyatakan bahwa tingkat keseriusan pelanggaran 

berpengaruh terhadap niat melakukan whistleblowing. 
Reporting channel atau saluran pelaporan whistleblowing telah diatur dalam Sarbanes-Oxley 

Act 2002, Section 301 dan 806 yang dirancang khusus untuk mendukung whistleblowing dan 

melindungi whistleblower dari adanya ancaman retaliasi. Dari hasil penelitian terdahulu yang 

membahas topik reporting channel adalah Johansson dan Carey (2015), Putri (2016), Kaplan dkk. 

(2012), Utami dkk. (2020), Harahap dkk. (2020), dan Jenkel dan Haen (2012) menyatakan bahwa 

melalui anonymous reporting channel dapat meningkatkan niat untuk melakukan whistleblowing. 

Konsep whistleblowing sejalan dengan Theory of Planned Behaviour (TPB) yang menjelaskan 

hubungan antara sikap terhadap perilaku dimana teori ini menjelaskan bahwa semakin besar 

keterlibatan seseorang dalam suatu perilaku maka akan semakin besar pula kinerja atau usaha yang 

dilakukan. Artinya, semakin besar komitmen seseorang dalam suatu organisasi maka akan semakin 

besar pula kinerja seseorang tersebut dalam organisasinya dan dalam pekerjaannya mereka akan 

berjalan sesuai dengan visi misi perusahaan atau organisasi. Sehingga ketika mereka menemukan 

suatu kecurangan maka mereka akan berusaha untuk mengungkap kecurangan tersebut. Selain itu 

konsep whistleblowing sejalan pula dengan Prosocial Behavior Theory yang menjelaskan bahwa 

tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi tidak hanya bertujuan untuk 

kepentingan pribadi, namun juga untuk kepentingan seluruh bagian yang ada di dalam organisasi. 

Individu pada kondisi retaliasi rendah, tingkat keseriusan pelanggaran tinggi, dan terdapat 

anonymous reporting channel akan meningkatkan niat seseorang untuk melakukan whistleblowing 
dibandingkan pada kondisi retaliasi tinggi, tingkat keseriusan pelanggaran tinggi, dan terdapat 

anonymous reporting channel. Hal tersebut dikarenakan adanya retaliasi rendah dan anonymous 
reporting channel akan memberikan rasa aman bagi whistleblower dan besarnya dampak dari 

keseriusan pelanggaran yang tinggi terhadap organisasi akan meningkatkan niat seseorang untuk 

melakukan whistleblowing. Berdasarkan uraian diatas dan hasil pada penelitian yang telah 
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dilakukan sebelumnya serta teori yang mendasari penelitian ini maka diperoleh hipotesis ketiga 

sebagai berikut: 

 

H3: Pada kondisi tingkat keseriusan pelanggaran tinggi, niat melakukan whistleblowing akan lebih 
tinggi bila anonymous reporting channel, dan retaliasi rendah dibandingkan dengan anonymous 
reporting channel dan retaliasi tinggi.  
 

Retaliasi rendah dan retaliasi tinggi pada kondisi tingkat keseriusan pelanggaran tinggi dan non-
anonymous reporting channel terhadap niat melakukan whistleblowing 

Menurut Nugraha (2017) retaliasi atau tindakan balas dendam adalah suatu perilaku yang 

ditujukan untuk mengembalikan tindakan yang pernah dilakukan. Tindakan balas dendam dapat 

berupa isolasi pelapor, pencemaran nama baik, potong gaji, pemutusan kontrak kerja, dan bentuk 

diskriminasi lainnya. Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Liyanarachchi dan 

Newdick (2009), Manafe (2015), Mesmer-Magnus dan Viswesvaran (2005), Yang dan Xu (2020), 

dan Dhamija dan Rai (2017) memberikan hasil bahwa dengan adanya retaliasi yang tinggi 

mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan whistleblowing karena orang akan cenderung 

merasa dirinya terancam karena adanya retaliasi. Namun apabila tingkat retaliasi rendah maka akan 

meningkatkan atau mendorong seseorang untuk mengungkap adanya kecurangan. 

Menurut Miceli dan Near (1985) tingkat keseriusan pelanggaran yang tinggi memungkinkan 

anggota organisasi untuk melakukan whistleblowing. Adanya pelanggaran yang serius akan 

memberikan dampak kerugian yang besar pada organisasi (Winardi, 2013). Menurut penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Christy dan Utami (2020), Andon dkk. (2016), Cassematis dan 

Wortley (2013), Winardi (2013), Aliyah dkk (2015), Nawawi dan Salin (2018), Dianingsih dan 

Pratolo (2018), Latan dkk. (2019), dan Zamzami dkk. (2020) menyatakan bahwa tingkat keseriusan 

pelanggaran berpengaruh terhadap niat melakukan whistleblowing. Semakin tinggi keseriusan 

pelanggaran tersebut maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang atau anggota organisasi 

untuk melakukan whistleblowing. 
Reporting channel atau saluran pelaporan whistleblowing telah diatur dalam Sarbanes-Oxley 

Act 2002, Section 301 dan 806 yang dirancang khusus untuk mendukung whistleblowing dan 

melindungi whistleblower dari adanya ancaman retaliasi. Dalam section 301 dan 806 ini meminta 

komite audit dari direksi perusahaan yang telah go public untuk memasang jalur pelaporan 

anonymous. Dari hasil penelitian terdahulu yang membahas topik reporting channel adalah Kaplan 

dkk. (2012), Jenkel dan Haen (2012), Putri (2016), Johansson dan Carey (2015), dan Harahap dkk. 

(2020) menyatakan bahwa melalui anonymous reporting channel dapat meningkatkan niat untuk 

melaporkan kecurangan.  

Konsep whistleblowing sejalan dengan Theory of Planned Behaviour (TPB) yang menjelaskan 

hubungan antara sikap terhadap perilaku dimana teori ini menjelaskan bahwa semakin besar 

keterlibatan seseorang dalam suatu perilaku maka akan semakin besar pula kinerja atau usaha yang 

dilakukan. Artinya, semakin besar komitmen seseorang dalam suatu organisasi maka akan semakin 

besar pula kinerja seseorang tersebut dalam organisasinya dan dalam pekerjaannya mereka akan 

berjalan sesuai dengan visi misi perusahaan atau organisasi. Sehingga ketika mereka menemukan 

suatu kecurangan maka mereka akan berusaha untuk mengungkap kecurangan tersebut. Selain itu 

konsep whistleblowing sejalan pula dengan Prosocial Behavior Theory yang menjelaskan bahwa 

tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi tidak hanya bertujuan untuk 

kepentingan pribadi, namun juga untuk kepentingan seluruh bagian yang ada di dalam organisasi. 

Individu pada kondisi retaliasi rendah, tingkat keseriusan pelanggaran rendah, dan terdapat 

non-anonymous reporting channel akan meningkatkan niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing dibandingkan pada kondisi retaliasi tinggi, tingkat keseriusan pelanggaran rendah, 

dan terdapat non-anonymous reporting channel. Hal tersebut dikarenakan whistleblower akan 

merasa lebih aman ketika tingkat balas dendam yang didapat lebih rendah. Selain itu adanya 

dampak yang tinggi terhadap organisasi akibat tingkat keseriusan pelanggaran yang tinggi, 

mendorong niat seseorang untuk mengungkap kecurangan. Berdasarkan uraian diatas dan hasil 
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pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta teori yang mendasari penelitian in maka 

diperoleh hipotesis keempat sebagai berikut: 

 

H4: Pada kondisi tingkat keseriusan pelanggaran tinggi, niat melakukan whistleblowing akan lebih 
tinggi bila non-anonymous reporting channel, dan retaliasi rendah dibandingkan dengan non-
anonymous reporting channel dan retaliasi tinggi.  
 

 

METODE PENELITIAN 

 

Subyek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan subjek penelitian yaitu mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FEB UMY) minimal semester lima atau 

angkatan 2018. 

 

Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh menggunakan metode eksperimen. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen 

semu (quasi-experimental design).  

 

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta minimal semester 5 atau minimal angkatan 

2018. Mahasiswa yang menjadi subyek penelitian adalah mahasiswa yang sudah atau sedang 

mengambil mata kuliah yang telah disyaratkan dalam penelitian ini. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa Akuntansi yang telah atau sedang mengambil mata kuliah Pengauditan, Pengauditan 

Manajemen Internal, dan Etika Profesi.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Sebelum 

melakukan eksperimen, dilakukan pengujian pilot test untuk memastikan bahwa partisipan dapat 

memahami kasus yang diberikan. Eksperimen pada penelitian ini dirancang dalam 4 tahap 

penelitian sebagai berikut: 

1. Tahap Pengisian Data Demografis Partisipan 

Tahap pertama, partisipan diminta untuk mengisi data diri yaitu nama, jenis kelamin, umur, 

program studi, semester saat ini. 

2. Tahap Eksperimen 

Tahap kedua yaitu tahap eksperimen. Partisipan dibagi ke dalam 8 grup dan setiap grup akan 

diberi kasus dengan kondisi yang berbeda. Kasus terdiri dari kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. 

3. Tahap Pengambilan Keputusan 

Tahap ketiga yaitu tahap pengambilan keputusan yang mana dalam tahap ini partisipan diminta 

untuk menentukan preferensi atas pilihan kemungkinan untuk melakukan whistleblowing, 
apakah partisipan sebagai akuntan senior akan melakukan whistleblowing atau tidak 

berdasarkan kondisi yang telah diberikan dalam kasus.  

4. Tahap Manipulation Check 

Pada tahap ini, partisipan diminta untuk mengisi/menjawab soal manipulation check yang telah 

disediakan. 

 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen 

Pada penelitian ini variable dependen yang digunakan adalah niat melakukan whistleblowing 

yang diukur menggunakan skala 9 poin dimana nilai 1 menunjukkan tidak berniat melakukan 
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whistleblowing dan angka 9 menunjukkan niat yang tinggi untuk melakukan whistleblowing. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan sendiri oleh peneliti dengan 

mengambil referensi dari Seifert dkk. (2010) dan Utami dkk. (2020). 

 

2. Variabel Independen 

Variabel independen pada penelitian ini adalah tingkat keseriusan pelanggaran, reporting 
channel, dan retaliasi.  

a. Instrumen penelitian terkait variabel tingkat keseriusan pelanggaran dikembangkan sendiri 

oleh oleh peneliti dengan mengambil referensi dari penelitian Robinson dkk. (2012) dan 

Zhuang (2003). Kategori tingkat keseriusan pelanggaran dalam penelitian ini terdiri dari 2 

(dua) kategori yaitu tingkat keseriusan pelanggaran rendah dan tingkat keseriusan 

pelanggaran tinggi. Manipulasi tingkat keseriusan pelanggaran rendah dalam kasus 

diinformasikan bahwa pelanggaran yang terjadi masih dapat ditoleransi dan tidak 

menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Manipulasi tingkat keseriusan 

pelanggaran tinggi dalam kasus diinformasikan bahwa pelanggaran yang terjadi sudah tidak 

dapat ditoleransi lagi dan menimbulkan dampak kerugian yang besar bagi perusahaan. 

b. Instrumen penelitian terkait variabel reporting channel dikembangkan oleh peneliti dengan 

mengambil referensi dari penelitian Harahap dkk. (2020), Kaplan dkk. (2009), Ayers dan 

Kaplan (2005), dan Seifert dkk. (2010). Dalam penelitian ini reporting channel dibagi ke 

dalam dua kategori yaitu anonymous reporting channel dan non-anonymous reporting 
channel. Anonymous reporting channel atau saluran pelaporan anonim merupakan 

pelaporan kecurangan dengan menyembunyikan identitas dari pelapor sedangkan non-
anonymous reporting channel atau saluran pelaporan non-anonim merupakan pelaporan 

dengan mengungkapkan identitas dari pelapor. Manipulasi anonymous reporting channel 
dalam kasus diinformasikan dengan mencantumkan pernyataan terkait adanya saluran 

pelaporan secara anonim atau dengan menyembunyikan identitas pelapor. Manipulasi non-

anonymous reporting channel dalam kasus diinformasi dengan mencantumkan pernyataan 

terkait adanya saluran pelaporan secara non-anonim atau dengan mengungkap identitas 

pelapor. 

c. Instrumen penelitian terkait variabel retaliasi dikembangkan sendiri oleh oleh peneliti 

dengan mengambil referensi dari penelitian Guthrie dan Taylor (2017) dan Theotama 

(2020). Dalam penelitian ini retaliasi terdiri dari 2 (dua) kategori retaliasi yaitu retaliasi 

rendah dan retaliasi tinggi. Tingkat retaliasi rendah yaitu tingkat balas dendam yang didapat 

oleh whistleblower masih dalam batas rendah. Sedangkan tingkat retaliasi tinggi yaitu tingkat 

balas dendam yang didapat oleh whistleblower sudah dalam batas yang tinggi. Dalam 

penelitian ini manipulasi retaliasi rendah dalam kasus diinformasikan bahwa individu yang 

mengungkap adanya kecurangan akan mendapat retaliasi atau tindakan balas dendam yang 

rendah berupa pemotongan gaji dan adanya tindakan disipliner bagi pelaku retaliasi. 

Sedangkan manipulasi retaliasi tinggi dalam kasus diinformasikan bahwa individu yang 

mengungkap adanya kecurangan akan mendapat retaliasi atau tindakan balas dendam yang 

tinggi berupa pemecatan kerja dan pencemaran nama baik serta tidak adanya tindakan 

disipliner bagi pelaku retaliasi. 

 

Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini masing-masing variabel independen memiliki 2 (dua) faktor. Faktor 

dalam setiap variabel yaitu tingkat keseriusan pelanggan (rendah dan tinggi), reporting channel 
(anonymous reporting channel dan non-anonymous reporting channel), dan retaliasi (rendah dan 

tinggi). Sehingga penelitian ini menggunakan desain eksperimen faktorial 2x2x2 between subject. 
Desain dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel dibawah ini: 
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Tabel 1 Desain Faktorial 2x2x2 Between Subject 

Perlakuan 

Tingkat Keseriusan Pelanggaran 

(Rendah) 

Tingkat Keseriusan Pelanggaran 

(Tinggi) 

Anonymous 
Reporting 
Channel 

Non-
Anonymous 
Reporting 
Channel 

Anonymous 
Reporting 
Channel 

Non-
anonymous 
Reporting 
Channel 

Retaliasi rendah Kasus 1 Kasus 3 Kasus 5 Kasus 7 

Retaliasi tinggi Kasus 2 Kasus 4 Kasus 6 Kasus 8 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Pilot Test  

Hasil pilot test yang telah dilakukan kepada 16 mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menunjukkan 16 peserta lolos 

menjawab pertanyaan manipulation check dengan 5 peserta berhasil menjawab benar seluruh 

pertanyaan dan 11 peserta berhasil menjawab benar empat dari lima pertanyaan. 

 

Uji Normalitas 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas, dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2 tailed) 0,200 lebih 

besar dari signifikansi 0,05. Hal tersebut menggambarkan bahwa residual data menyebar secara 

normal atau berdistribusi normal. 

 

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas 

Variabel Dependen: Niat melakukan whistleblowing 

 Unstandardized 

Residual 

N 115 

Mean 0,0000000 

Std. Deviation 1,42857154 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 

 

Uji Homogenitas 

 

Hasil uji Levene’s test of homogeneity of variance menunjukkan signifikansi 0,720 lebih besar 

dari 0,05 yang berarti asumsi homogenitas diterima bahwa semua variansi populasi sama. 

 

Tabel 3 Hasil Uji Homogenitas 

Variabel Dependen: Niat melakukan whistleblowing 

F df1 df2 Sig. 

0,642 7 107 0,720 

 

Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat bantu analysys of variance 
(ANOVA). 

 

A. Hasil dan interpretasi main effect  
 

Pada Tabel 4 menunjukkan hasil uji main effect dan interaction effect pada setiap perlakuan 

yaitu tingkat keseriusan pelanggaran, reporting channel, dan retaliasi. Hasil uji between subject 
menunjukkan hasil berikut: 
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1. Probabilitas tingkat keseriusan pelanggaran (Tabel 4) memiliki signifikansi 0,086 lebih besar dari 

0,05. Dilihat dari rata-rata (Tabel 6), tingkat keseriusan pelanggaran rendah dan tingkat 

keseriusan pelanggaran tinggi memiliki nilai yang berbeda yaitu tingkat keseriusan pelanggaran 

rendah 7,15 dan tingkat keseriusan pelanggaran tinggi 6,70. Hal ini menunjukkan bahwa niat 

individu melakukan whistleblowing berbeda pada kondisi tingkat keseriusan pelanggaran rendah 

dan tingkat keseriusan pelanggaran tinggi. 

2. Probabilitas reporting channel (Tabel 4) memiliki nilai signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,05. 

Dilihat dari rata-rata (Tabel 6), adanya anonymous reporting channel berbeda dengan non-
anonymous reporting channel. Rata-rata anonymous reporting channel senilai 7,32 dan rata-rata 

non-anonymous reporting channel senilai 6,53. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

langsung variabel independen reporting channel terhadap niat individu melakukan 

whistleblowing dan niat individu melakukan whistleblowing berbeda pada kondisi anonymous 
reporting channel dengan non-anonymous reporting channel. 

3. Probabilitas retaliasi (Tabel 4) memiliki nilai signifikansi 0,025 lebih kecil dari 0,05. Dilihat dari 

rata-rata (Tabel 6), adanya retaliasi rendah berbeda dengan retaliasi tinggi. Rata-rata retaliasi 

rendah senilai 7,22 dan rata-rata retaliasi tinggi senilai 6,63. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh langsung variabel independen retaliasi terhadap niat individu melakukan 

whistleblowing dan niat individu melakukan whistleblowing berbeda pada kondisi retaliasi 

rendah dengan retaliasi tinggi. 

 

Tabel 4 Hasil Uji ANOVA Test of Between-Subjects Effect 
Variabel Dependen: Niat melakukan whistleblowing 

Source Sum of 

Squares 

df F Sig. 

Corrected Model 56,729 7 4,138 0,000 

Intercept 5500,569 1 2808,466 0,000 

Keseriusan_Pelanggaran 5,900 1 3,013 0,086 

Reporting_Channel 17,975 1 9,178 0,003 

Retaliasi 10,121 1 5,168 0,025 

KP * RC 9,017 1 4,604 0,034 

KP * Retaliasi 11,203 1 5,720 0,019 

RC * Retaliasi 0,927 1 0,473 0,493 

KP * RC * Retaliasi 2,283 1 1,166 0,283 

Total 5776,000 115   

Corrected Total 266,296 114   

 

B. Hasil dan interpretasi uji interaksi 

Pada bagian ini menyajikan hasil uji interaksi dan interprtasinya antar variabel dalam desain 

eksperimen 2x2x2 between subject. Pada Tabel 5 menampilkan probabilitas perbandingan antar 

grup eksperimen sedangkan Tabel 6 menampilkan mean, standar deviasi, dan jumlah partisipan 

setiap grup. 

 

Tabel 5 Hasil Uji ANOVA (Perbandingan) 

Variabel Dependen: Niat melakukan whistleblowing 

Sumber Mean Diff (I-J) SE Sig 

Grup 1 – Grup 2 -0,13 0,443 1,000 

Grup 3 – Grup 4 -0,34 0,467 1,000 

Grup 5 – Grup 6 1,54 0,450 0,034 

Grup 7 – Grup 8 0,76 0,450 0,829 
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Tabel 6 Mean (Standar Deviasi) dan Jumlah Partisipan Setiap Grup 

 

 

 

Tingkat Keseriusan Pelanggaran 

(Rendah) 

Tingkat Keseriusan Pelanggaran 

(Tinggi) 

Rata-rata 

Retaliasi 
Anonymous 

Reporting 

Channel 

Non-

Anonymous 

Reporting 

Channel 

Anonymous 

Reporting 

Channel 

Non-

anonymous 

Reporting 

Channel 

Retaliasi 

rendah 

Kasus 1 

7,20 

15 

Kasus 3 

7,07 

14 

Kasus 5 

8,21 

14 

Kasus 7 

6,40 

15 

7,22 

Retaliasi 

tinggi 

Kasus 2 

7,33 

15 

Kasus 4 

7,00 

13 

Kasus 6 

6,53 

15 

Kasus 8 

5,64 

15 

6,63 

Rata-rata Tingkat Keseriusan 

Pelanggaran Rendah 
7,15 

Rata-rata Tingkat Keseriusan 

Pelanggaran Tinggi 
6,70 

Rata-rata Anonymous 

Reporting Channel 
7,32 

Rata-rata Non-Anonymous 

Reporting Channel 
6,53 

 

Hasil uji Post Hoc pada Tabel 5 serta mean, standar deviasi, dan jumlah partisipan setiap grup 

pada Tabel 6 menunjukkan bahwa: 

1. Probabilitas (Tabel 5) antara grup 1 dan grup 2 memiliki nilai signifikansi 1,000 lebih besar dari 

0,05. Jika dilihat dari rata-rata (Tabel 6) yaitu grup 1 senilai 7,20 dan grup 2 senilai 7,33. Hasil 

uji post hoc dan rata-rata tersebut menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan dari 

kedua grup. 

2. Probabilitas (Tabel 5) antara grup 3 dan grup 4 memiliki nilai signifikansi 1,000 lebih besar dari 

0,05. Jika dilihat dari rata-rata (Tabel 6) yaitu grup 3 senilai 7,07 dan grup 4 senilai 7,00. Hasil 

uji post hoc dan rata-rata tersebut menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan dari 

kedua grup. 

3. Probabilitas (Tabel 5) antara grup 5 dan grup 6 memiliki nilai signifikansi 0,034 lebih kecil dari 

0,05. Jika dilihat dari rata-rata (Tabel 6) yaitu grup 5 senilai 8,21 dan grup 6 senilai 6,53. Hasil 

uji post hoc dan rata-rata tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dari kedua 

grup. 

4. Probabilitas (Tabel 5) antara grup 7 dan grup 8 memiliki nilai signifikansi 0,829 lebih besar dari 

0,05. Jika dilihat dari rata-rata (Tabel 6) yaitu grup 7 senilai 6,40 dan grup 8 senilai 5,64. Hasil 

uji post hoc dan rata-rata tersebut menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan dari 

kedua grup. 

 

Tingkat Keseriusan Pelanggaran 

Tingkat keseriusan pelanggaran memiliki probabilitas 0,086 (Tabel 4) lebih besar dari 

signifikansi 0,05. Jika dilihat dari rata-rata grup (Tabel 6), adanya tingkat keseriusan pelanggaran 

rendah tinggi memiliki nilai masing-masing 7,15 dan 6,70. Hasil ini menunjukkan bahwa niat 

individu untuk melakukan whistleblowing sama-sama tinggi pada kondisi tingkat keseriusan 

pelanggaran rendah dan tinggi. Untuk melaporkan tindakan pelanggaran individu tidak menilai 

berdasarkan tingkat keseriusan pelanggarannya. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Aliyah dkk (2015), Hanif dan Odiatma (2017), dan 

Sartika dan Mulyani (2020) yang mengatakan bahwa tingkat keseriusan pelanggaran tidak 

berpengaruh terhadap niat melakukan whistleblowing, yang mana dari pernyataan tersebut dapat 

diartikan bahwa whistleblower tidak lagi menilai pelanggaran dari seberapa tinggi tingkat keseriusan 

dari pelanggaran, namun sepanjang pelanggaran tersebut memang terjadi dan merugikan organisasi 

maka hal tersebut cukup menjadi dasar untuk melakukan whistleblowing. 
 

Reporting Channel 

Reporting channel memiliki probabilitas 0,003 (Tabel 4) lebih kecil dari signifikansi 0,05. Jika 

dilihat dari rata-rata grup (Tabel 6), adanya anonymous reporting channel dan non-anonymous 
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reporting channel memiliki nilai masing-masing 7,32 dan 6,53. Hasil ini menunjukkan bahwa niat 

individu untuk melakukan whistleblowing berbeda pada kondisi anonymous reporting channel 
dengan kondisi non-anonymous reporting channel. Individu akan lebih terdorong untuk 

melaporkan suatu pelanggaran apabila terdapat anonymous reporting channel dimana identitas 

pelapor akan dirahasiakan dari seluruh anggota organisasi. Sehingga pelapor merasa lebih aman 

dan terlindungi dari ancaman balas dendam oleh pelaku pelanggaran. Sebaliknya, dalam saluran 

pelaporan non-anonim atau non-anonymous reporting channel individu cenderung tidak 

melaporkan tindakan pelanggaran dikarenakan dalam jenis saluran pelaporan ini identitas pelapor 

tidak dirahasiakan dan dapat diketahui seluruh anggota organisasi termasuk pelaku pelanggaran. 

Akibatnya, kekhawatiran pelapor terhadap ancaman balas dendam oleh pelaku pelanggaran 

semakin tinggi. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian Putri (2016) yang menyatakan bahwa saluran pelaporan 

anonim dalam model struktural lebih efektif daripada saluran pelaporan non-anonim. Hasil ini 

sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Kaplan dkk. (2012), Johansson dan Carey 

(2015), Utami dkk. (2020), Harahap dkk. (2020) yang menyatakan bahwa niat seseorang melakukan 

whistleblowing akan meningkat ketika melaporkan melalui anonymous reporting channel daripada 

non-anonymous reporting channel. 
 

Retaliasi 

Retaliasi memiliki probabilitas 0,025 (Tabel 4) lebih kecil dari signifikansi 0,05. Jika dilihat 

dari rata-rata grup (Tabel 6), adanya retaliasi rendah dan retaliasi tinggi memiliki nilai masing-masing 

7,22 dan 6,63. Hasil ini menunjukkan bahwa niat individu untuk melakukan whistleblowing 
berbeda pada kondisi retaliasi rendah dengan kondisi retaliasi tinggi. Individu akan lebih terdorong 

untuk melaporkan suatu pelanggaran apabila tingkat retaliasinya rendah dan sebaliknya apabila 

terdapat tingkat retaliasi tinggi individu cenderung tidak melakukan whistleblowing. Hal tersebut 

dikarenakan adanya tingkat retaliasi tinggi membuat individu merasa takut terhadap akibat dari 

tindakan tersebut. Selain itu, tidak adanya aturan atau sistem yang melindungi pelapor tindakan 

pelanggaran menyebabkan kekhawatiran pelapor terhadap ancaman retaliasi semakin tinggi. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liyanarachchi dan Newdick (2009), 

Manafe (2015), Mesmer-Magnus dan Viswesvaran (2005), Yang dan Xu (2020), dan Dhamija dan 

Rai (2017) yang menyatakan bahwa dengan adanya retaliasi yang tinggi mempengaruhi niat 

seseorang untuk melakukan whistleblowing karena seseorang akan cenderung merasa dirinya 

terancam karena adanya retaliasi yang tinggi. Namun apabila tingkat retaliasi rendah maka akan 

meningkatkan atau mendorong niat seseorang untuk mengungkap adanya kecurangan karena 

rendahnya kekhawatiran seseorang tersebut terhadap adanya retaliasi. 

 

Retaliasi rendah dan retaliasi tinggi pada kondisi tingkat keseriusan pelanggaran rendah, 
anonymous reporting channel 

Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian adalah membandingkan antara grup 1 dengan grup 2 

manakah grup yang memiliki rata-rata lebih tinggi. Perlakuan pada grup 1 adalah terdapat tingkat 

keseriusan pelanggaran rendah, anonymous reporting channel, dan retaliasi rendah. Sedangkan 

perlakuan grup 2 adalah terdapat tingkat keseriusan rendah, anonymous reporting channel, dan 

retaliasi tinggi. 

Probabilitas antara grup 1 dan 2 (Tabel 5) memiliki nilai 1,000 lebih besar dari signifikansi 

0,05. Jika dilihat dari rata-rata (Tabel 6) masing-masing grup adalah 7,20 untuk grup 1 dan 7,33 

untuk grup 2. Hasil tersebut menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan dari kedua grup 

yang berarti antara grup 1 dan grup 2 keduanya memiliki keefektifan yang sama dalam mendorong 

whistleblowing. Selain itu, dari hasil rata-rata menunjukkan bahwa grup 2 memiliki nilai yang lebih 

tinggi dibandingkan grup 1 yaitu 7,33 > 7,20 namun perbedaan tersebut tidak terlalu tinggi. 

Berdasarkan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, artinya bahwa tidak ada perbedaan 

yang signifikan dalam kondisi tingkat keseriusan pelanggaran rendah, anonymous reporting 
channel, dan retaliasi rendah dibandingkan dengan kondisi tingkat keseriusan pelanggaran rendah, 
anonymous reporting channel, dan retaliasi tinggi.  
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Hasil uji hipotesis 1 ini menunjukkan seseorang akan tetap terdorong untuk melaporkan 

tindakan kecurangan kepada pihak berwenang walaupun dihadapkan pada kondisi terdapat retaliasi 

rendah maupun retaliasi tinggi, tingkat keseriusan pelanggaran rendah, dan anonymous reporting 
channel atau saluran pelaporan anonim. Adanya kondisi seperti pada uji hipotesis 1, maka dapat 

diketahui bahwa tujuan seseorang melaporkan tindakan pelanggaran bukan untuk mencari 

keuntungan pribadi, namun bertujuan untuk kesejahteraan perusahaan dan seluruh bagian yang ada 

di dalam perusahaanHasil penelitian pada H1 ini sejalan dengan Prosocial Behavior Theory yang 

menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi tidak hanya 

bertujuan untuk kepentingan pribadi, namun juga untuk kepentingan seluruh bagian yang ada 

dalam organisasi dan whistleblowing merupakan salah satu bentuk dari perilaku prososial (Brief & 

Motowidlo, 1986). Hasil ini juga sejalan dengan Theory of Planned Behaviour (TPB) yang 

menjelaskan terjadinya perilaku dapat diidentifikasi dengan niat. Niat dianggap sebagai faktor yang 

memengaruhi sebuah perilaku (Ajzen, 1991). 

 
Retaliasi rendah dan retaliasi tinggi pada kondisi tingkat keseriusan pelanggaran rendah, non-
anonymous reporting channel 

Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian adalah membandingkan antara grup 3 dengan grup 4 

manakah grup yang memiliki rata-rata lebih tinggi. Perlakuan pada grup 3 adalah terdapat tingkat 

keseriusan pelanggaran rendah, non-anonymous reporting channel, dan retaliasi rendah. 

Sedangkan perlakuan pada grup 4 adalah terdapat tingkat keseriusan pelanggaran rendah, non-
anonymous reporting channel, dan retaliasi tinggi. 

Probabilitas antara grup 3 dan 4 (Tabel 4.7) memiliki nilai 1,000 lebih besar dari signifikansi 

0,05. Jika dilihat dari rata-rata (Tabel 4.8) masing-masing grup adalah 7,07 untuk grup 3 dan 7,00 

untuk grup 4. Hasil tersebut menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan dari kedua grup 

yang berarti antara grup 3 dan grup 4 keduanya memiliki keefektifan yang sama dalam mendorong 

whistleblowing. Selain itu, dari hasil rata-rata menunjukkan bahwa grup 3 memiliki nilai yang lebih 

tinggi dibandingkan grup 4 yaitu 7,07 > 7,00 namun perbedaan tersebut tidak terlalu tinggi. 

Berdasarkan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, artinya bahwa tidak ada perbedaan 

yang signifikan dalam kondisi tingkat keseriusan pelanggaran rendah, non-anonymous reporting 
channel, dan retaliasi rendah dibandingkan pada kondisi tingkat keseriusan pelanggaran rendah, 
non-anonymous reporting channel, dan retaliasi tinggi.  

Hasil uji hipotesis 2 menunjukkan bahwa seseorang akan tetap terdorong untuk melaporkan 

tindakan kecurangan kepada pihak berwenang walaupun dihadapkan pada kondisi terdapat retaliasi 

rendah maupun retaliasi tinggi, tingkat keseriusan pelanggaran rendah, dan non-anonymous 
reporting channel. Adanya kondisi seperti pada uji hipotesis 2, maka dapat diketahui bahwa tujuan 

seseorang melaporkan tindakan pelanggaran bukan untuk mencari keuntungan pribadi, namun 

bertujuan untuk kesejahteraan perusahaan dan seluruh bagian yang ada di dalam perusahaan. Hal 

ini sejalan dengan Prosocial Behavior Theory yang menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan 

oleh seseorang dalam suatu organisasi tidak hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi, namun 

juga untuk kepentingan seluruh bagian yang ada dalam organisasi dan whistleblowing merupakan 

salah satu bentuk dari perilaku prososial (Brief & Motowidlo, 1986). Hasil ini sejalan juga dengan 

Theory of Planned Behaviour (TPB) yang menjelaskan terjadinya perilaku dapat diidentifikasi 

dengan niat. Niat dianggap sebagai faktor yang memengaruhi sebuah perilaku (Ajzen, 1991).  

 
Retaliasi rendah dan retaliasi tinggi pada kondisi tingkat keseriusan pelanggaran tinggi, anonymous 
reporting channel 

Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian adalah membandingkan antara grup 5 dengan grup 6 

manakah grup yang memiliki rata-rata lebih tinggi. Perlakuan pada grup 5 adalah terdapat tingkat 

keseriusan pelanggaran tinggi, anonymous reporting channel, dan retaliasi rendah. Sedangkan 

perlakuan pada grup 6 adalah terdapat tingkat keseriusan pelanggaran tinggi, anonymous reporting 
channel, dan retaliasi tinggi. 

Probabilitas antara grup 5 dan 6 (Tabel 4.7) memiliki nilai 0,034 lebih kecil dari signifikansi 

0,05. Jika dilihat dari rata-rata (Tabel 4.8) masing-masing grup adalah 8,21 untuk grup 5 dan 6,53 
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untuk grup 6. Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan namun tidak terlalu signifikan dari 

kedua grup. Artinya antara grup 5 dan grup 6 keduanya memiliki keefektifan yang berbeda dalam 

mendorong whistleblowing, yang mana grup 5 lebih efektif dibandingkan grup 6. Selain itu, dari 

hasil rata-rata menunjukkan bahwa grup 5 memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan grup 6 yaitu 

8,21 > 6,53. Berdasarkan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, artinya bahwa dalam 

kondisi tingkat keseriusan pelanggaran tinggi, anonymous reporting channel, dan retaliasi rendah 

niat melakukan whistleblowing akan lebih tinggi dibandingkan pada kondisi tingkat keseriusan 

pelanggaran tinggi, anonymous reporting channel, dan retaliasi tinggi. Adanya anonymous reporting 
channel dan retaliasi rendah akan memberikan rasa aman bagi pelapor untuk melaporkan tindakan 

pelanggaran karena mereka mengetahui bahwa identitasnya akan dirahasiakan dan adanya tindakan 

disipliner yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pelaku retaliasi. 

Adanya kondisi seperti pada uji hipotesis 3, maka dapat diketahui bahwa tujuan seseorang 

melaporkan tindakan pelanggaran bukan untuk mencari keuntungan pribadi, namun bertujuan 

untuk kesejahteraan perusahaan dan seluruh bagian yang ada di dalam perusahaan. Hasil penelitian 

pada H3 sejalan dengan Prosocial Behavior Theory yang menjelaskan bahwa tindakan yang 

dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi tidak hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi, 

namun juga untuk kepentingan seluruh bagian yang ada dalam organisasi dan whistleblowing 
merupakan salah satu bentuk dari perilaku prososial (Brief & Motowidlo, 1986). Hasil ini sejalan 

juga dengan Theory of Planned Behaviour (TPB) yang menjelaskan terjadinya perilaku dapat 

diidentifikasi dengan niat. Niat dianggap sebagai faktor yang memengaruhi sebuah perilaku (Ajzen, 

1991). Dari hasil penelitian ini maka dapat dilihat bahwa seseorang akan tetap memiliki niat untuk 

melaporkan tindakan pelanggaran dalam kondisi terdapat retaliasi rendah maupun tinggi dan 

terdapat kondisi keseriusan pelanggaran tinggi, serta anonymous reporting channel 
Hasil uji hipotesis 3 ini didukung oleh adanya penelitian terdahulu seperti penelitian oleh 

Kaplan dkk. (2012), Jenkel dan Haen (2012), Johansson dan Carey (2015), Utami dkk. (2020), 

Putri (2016), Harahap dkk. (2020) yang menyatakan bahwa adanya anonymous reporting channel 

dapat meningkatkan niat individu untuk melakukan whistleblowing. Didukung juga penelitian 

Mesmer-Magnus dan Viswesvaran (2005), Liyanarachchi dan Newdick (2009), Manafe (2015), 

Dhamija dan Rai (2017), Yang dan Xu (2020) yang memberikan hasil bahwa tingkat retaliasi 

berpengaruh terhadap niat individu melakukan whistleblowing. 

 

Retaliasi rendah dan retaliasi tinggi pada kondisi tingkat keseriusan pelanggaran tinggi, non-
anonymous reporting channel terhadap niat melakukan whistleblowing 

Hipotesis 4 (H4) dalam penelitian adalah membandingkan antara grup 7 dengan grup 8 

manakah grup yang memiliki rata-rata lebih tinggi. Perlakuan pada grup 7 adalah terdapat tingkat 

keseriusan pelanggaran tinggi, non-anonymous reporting channel, dan retaliasi rendah. Sedangkan 

pada perlakuan pada grup 8 adalah terdapat tingkat keseriusan tinggi, non-anonymous reporting 
channel, dan retaliasi tinggi. 

Probabilitas antara grup 7 dan 8 (Tabel 4.7) memiliki nilai 0,829 lebih besar dari signifikansi 

0,05. Jika dilihat dari rata-rata (Tabel 4.8) masing-masing grup adalah 6,40 untuk grup 7 dan 5,64 

untuk grup 8. Hasil tersebut menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan dari kedua grup 

yang berarti antara grup 7 dan grup 8 keduanya memiliki keefektifan yang sama dalam mendorong 

whistleblowing. Selain itu, dari hasil rata-rata menunjukkan bahwa grup 7 memiliki nilai yang lebih 

tinggi dibandingkan grup 8 yaitu 6,40 > 5,64 namun perbedaan tersebut tidak terlalu tinggi. 

Berdasarkan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak, artinya tidak ada perbedaan yang 

signifikan dalam kondisi tingkat keseriusan pelanggaran tinggi, non-anonymous reporting channel, 
dan retaliasi rendah dibandingkan pada kondisi tingkat keseriusan tinggi, non-anonymous reporting 
channel, dan retaliasi tinggi.  

Hasil uji hipotesis 4 menunjukkan bahwa dalam kondisi terdapat retaliasi rendah maupun 

retaliasi tinggi, tingkat keseriusan pelanggaran tinggi, dan non-anonymous reporting channel 
individu akan tetap termotivasi untuk melaporkan tindakan pelanggaran. Adanya kondisi seperti 

pada uji hipotesis 4, maka dapat diketahui bahwa tujuan seseorang melaporkan tindakan 

pelanggaran bukan untuk mencari keuntungan pribadi, namun bertujuan untuk kesejahteraan 
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perusahaan dan seluruh bagian yang ada di dalam perusahaan. Hal ini sejalan dengan Prosocial 
Behavior Theory yang menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu 

organisasi tidak hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi, namun juga untuk kepentingan seluruh 

bagian yang ada dalam organisasi dan whistleblowing merupakan salah satu bentuk dari perilaku 

prososial (Brief & Motowidlo, 1986). Hasil ini sejalan juga dengan Theory of Planned Behaviour 
(TPB) yang menjelaskan terjadinya perilaku dapat diidentifikasi dengan niat. Niat dianggap sebagai 

faktor yang memengaruhi sebuah perilaku (Ajzen, 1991).  
 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan data yang telah diuji, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, adanya 

retaliasi rendah dan retaliasi tinggi pada kondisi tingkat keseriusan pelanggaran rendah, dan 

anonymous reporting channel memiliki keefektifan yang sama dalam meningkatkan niat seseorang 

melaporkan tindakan pelanggaran. Kedua, adanya retaliasi rendah dan retaliasi tinggi pada kondisi 

tingkat keseriusan pelanggaran rendah, dan non-anonymous reporting channel memiliki keefektifan 

yang sama dalam meningkatkan niat seseorang melaporkan tindakan pelanggaran yang 

diketahuinya. Ketiga, adanya retaliasi rendah dan retaliasi tinggi pada kondisi tingkat keseriusan 

pelanggaran tinggi, dan anonymous reporting channel memiliki keefektifan yang berbeda dalam 

meningkatkan niat seseorang melaporkan tindakan pelanggaran yang diketahuinya. Kondisi tingkat 

keseriusan pelanggaran tinggi, anonymous reporting channel, dan retaliasi rendah memiliki skor 

yang lebih tinggi dalam mendorong whistleblowing dibandingkan dalam kondisi terdapat tingkat 

keseriusan pelanggaran tinggi, anonymous reporting channel, dan retaliasi tinggi. Artinya dalam 

kondisi tingkat keseriusan pelanggaran tinggi, anonymous reporting channel, dan retaliasi rendah 

lebih efektif dalam meningkatkan niat seseorang untuk melaporkan tindakan pelanggaran. Adanya 

anonymous reporting channel dan retaliasi rendah akan memberikan rasa aman bagi pelapor untuk 

melaporkan tindakan pelanggaran karena mereka mengetahui bahwa identitasnya akan 

dirahasiakan dan adanya tindakan disipliner yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pelaku 

retaliasi. Keempat, adanya retaliasi rendah dan retaliasi tinggi pada kondisi tingkat keseriusan 

pelanggaran tinggi, dan non-anonymous reporting channel memiliki keefektifan yang sama dalam 

meningkatkan niat seseorang melaporkan tindakan pelanggaran yang diketahuinya.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan 

dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu dapat dijadikan saran dan referensi 

bagi perusahaan baik di sekor swasta maupun pemerintahan untuk membuat kebijakan yang dapat 

memotivasi karyawan dan atau masyarakat untuk melaporkan tindakan pelanggaran. Dengan 

semakin banyak perusahaan dan atau pemerintah yang menerapkan whistleblowing system dengan 

baik maka diharapkan kedepannya semakin banyak masyarakat yang menyadari untuk melaporkan 

tindakan pelanggaran yang mereka ketahui kepada pihak berwenang. Terpenting dari hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa adanya anonymous reporting channel sangat menentukan niat 

seseorang untuk melaporkan tindakan pelanggaran dibandingkan adanya non-anonymous reporting 
channel. Seseorang akan merasa lebih aman apabila identitasnya dirahasiakan oleh perusahaan 

ketika melaporkan tindakan pelanggaran. Adanya saluran pelaporan anonim ini menjadi bagian 

penting dalam suatu perusahaan untuk memberikan motivasi kepada karyawan agar berperilaku 

jujur dan melaporkan tindakan pelanggaran yang diketahuinya. Kemudian seseorang lebih 

termotivasi untuk melakukan whistleblowing dalam kondisi retaliasi rendah dibandingkan retaliasi 

tinggi. Oleh sebab itu, tindakan disipliner perlu dilakukan kepada pelaku retaliasi. Adanya tindakan 

disipliner kepada pelaku retaliasi akan mengurangi kekhawatiran pelapor pelanggaran 

(whistleblower) terhadap adanya retaliasi tersebut.  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu pada pengambilan responden yang 

terbatas hanya mahasiswa Akuntansi FEB UMY angkatan 2018. Hal ini dikarenakan terbatasnya 

waktu dan tempat saat penelitian dilakukan. Penelitian selanjutnya disarankan dapat memperluas 

obyek penelitian dengan mengambil sampel dari beberapa universitas atau karyawan yang sudah 

bekerja. Penelitian ini hanya menguji pengaruh pada variabel tingkat keseriusan pelanggaran, 
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reporting channel, dan retaliasi terhadap niat melakukan whistleblowing. Penelitian selanjutnya 

disarankan dapat menambahkan atau mengganti dengan variabel lainnya seperti pengaruh insentif, 

status pelaku pelanggaran, keadilan, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi niat seseorang untuk 

melakukan whistleblowing. 
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